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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen komunikasi bencana yang dilakukan oleh 
pemerintah dengan stakeholders dalam menangani bencana Erupsi Gunung Sinabung, khususnya pada fase 
Mitigasi. Dengan menggunakan Metode Kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, 
Focus Group Discussion (FGD) dan Observasi untuk mendapatkan  gambaran tentang penanganan bencana erupsi 
Gunung Sinabung ditinjau dari dua aspek yaitu; komunikasi dan koordinasi. FGD dilaksanakan di 3 lokasi yaitu; 
Desa Simacem, Desa Bekerah, dan Desa Sukameriah, sementara peserta FGD melibatkan 3 kategori yaitu; remaja, 
perempuan dan laki-laki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masyarakat korban erupsi tidak mendapatkan 
terpaan komunikasi yang memadai yang berkaitan dengan pengetahuan tentang bencana erupsi Gunung Sinabung, 
baik itu dari pemerintah maupun organisasi lain di luar  pemerintah, padahal dalam tahap mitigasi seharusnya 
dilakukan upaya awareness kepada masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan dan memasukkan 
materi tentang erupsi Gunung Sinabung tersebut dalam kurikulum pembelajaran di sekolah mulai dari Taman 
kanak-kanak hingga Sekolah lanjutan tingkat atas, serta melaksanakan training secara reguler. Namun karena hal 
tersebut tidak dilakukan akibatnya masyarakat korban erupsi tidak mempunyai persiapan, pedoman dan tidak 
mengetahui tindakan antisipasi dalam menghadapi Gunung Sinabung setiap kali terjadi erupsi, sementara erupsi 
ini tidak bisa dipastikan kapan akan berakhir. Hingga saat ini belum ada koordinasi yang terorganisir dan 
permanen antara pemerintah dan kelompok masyarakat di luar pemerintah, sehingga penanganan bencana masih 
dilakukan secara spontanitas tanpa ada pedoman khusus bagi antar lembaga untuk berkoordinasi.  
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Abstract  
This study aims to determine how disaster management is carry out by the government and stakeholders in dealing 
with the Mount Sinabung eruption disaster, especially in the mitigation phase. By using the Qualitative Method, data 
collection was done through in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD) and Observations to get an overview of 
the handling of the Mount Sinabung eruption in terms of two aspects; communication and coordination. The FGD was 
held in 3 locations; Simacem, Bekerah, and Sukameriah Villages, while FGD participants involved 3 categories; 
teenagers, women and men. The results showed that the eruption victims did not receive adequate communication 
regarding the knowledge of the Mount Sinabung Eruption disaster, both from the government and other organizations 
outside the government, even though in the mitigation phase awareness efforts should be made to the community 
through counseling, training, mentoring and inputting topics about the eruption of Mount Sinabung in the learning 
curriculum in schools ranging from kindergarten to senior high school, as well as conducting regular training. 
However, the training was not carried out as a result of the eruption victims had no preparation, guidelines and did 
not know the anticipatory measures in the face of Mount Sinabung every time an eruption occurred, while this 
eruption could not be ascertained when it will end. Until now there has been no organized and permanent 
coordination between the government and community groups outside the government, so that disaster management is 
still carried out spontaneously without any specific guidelines for inter-agency coordination.. 
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PENDAHULUAN  
 Gunung Sinabung, atau disebut juga 
Deleng Sinabung dalam bahasa Karo, 
merupakan salah satu gunung yang ada di 
Kabupaten Karo. Gunung api setinggi 2460 
meter di atas permukaan laut (mdpl) ini 
terbentuk pada tepian Barat Laut patahan 
cekungan Toba Tua. Garis patahan Strike 
Slip mengiri sepanjang batas bagian barat 
Toba, yang bagian atasnya terbentuk 
Gunungapi Sinabung menerus ke Timur 
Laut hingga Gunungapi Sibayak 
merupakan sesar orde kedua (Suprapto, 
2014). 
Setelah sempat istirahat selama 
ratusan tahun, salah satu gunung teraktif 
di Indonesia ini berubah dari tipe B 
menjadi tipe A karena adanya aktivitas 
vulkanik sejak letusan pertama pada 
Agustus 2010. Setelah itu, Gunungapi 
Sinabung sempat diam selama 2 tahun dan 
kembali meletus pada September 2013, 
dan masih erupsi hingga saat ini. Aktivitas 
Gunungapi Sinabung terus bergolak secara 
fluktuatif. Status “Awas” pernah 
diberlakukan selama 23 November 2013 
hingga 8 April 2014 dan setelah itu turun 
menjadi “Siaga”. Banyak ilmuwan dan ahli 
kegunungapian mencoba menelaah 
aktivitas dari Gunung api Sinabung karena 
tidak banyak catatan dalam sejarah yang 
mengindikasikan pola aktivitasnya. 
Meski begitu, berdasar data bencana 
letusan gunung api di dunia, tipe letusan 
Gunungapi Sinabung mirip dengan letusan 
gunung Unzen di Jepang pada tahun 1991. 
Kepala Data dan Informasi Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo 
Nugroho, mengatakan,“Tidak ada yang 
tahu kapan Sinabung akan meletus dan 
berhenti. Fenomena ini mirip dengan 
Gunungapi Unzen di Jepang yang erupsi 
selama 5 tahun.” 
Jangka waktu aktivitas Gunungapi 
Sinabung yang sangat lama menyebabkan 
gelombang pengungsi menjadi besar. Pada 
tahun 2010, saat status gunung dinaikkan 
pada level “Awas”, sekitar 12.000 warga 
dievakuasi ke kawasan aman. Meski 
begitu, kondisi Gunungapi Sinabung yang 
cenderung tidak stabil sempat membuat 
beberapa warga gelisah untuk kembali ke 
rumah mereka. Namun, dalam kurun 
waktu 2013-2014, letusan besar kembali 
terjadi dan membuat penduduk dari 17 
desa dan 2 dusun harus diungsikan. Tak 
hanya pengungsi, letusan Gunung api 
Sinabung yang disertai awan panas pada 
Februari 2014 lalu menyebabkan 17 orang 
tewas, 14 orang meninggal di tempat dan 
yang lain meninggal di rumah sakit akibat 
luka bakar.   
Jumlah korban seharusnya bisa 
diminimalisir jika manajemen bencana 
dilakukan secara maksimal. Perlu diingat, 
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jumlah korban bukanlah hanya angka-
angka yang memenuhi statistik laporan 
tapi manusia sebagai perlambang 
kehidupan dengan segala sumber daya 
yang dimilikinya. Oleh karenanya, tak 
hanya mengurangi korban jiwa, 
manajemen bencana yang baik sangat 
penting diterapkan untuk meminimalisir 
risiko dan dampak bencana yang timbul. 
Pemerintah, dalam hal ini Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
adalah institusi yang menjadi komando 
utama dalam penanggulangan bencana. 
Pusat Data Informasi dan Hubungan 
Masyarakat Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi 
pintu utama arus informasi yang berkaitan 
dengan bencana dan penanggulangannya. 
BNPB memiliki perwakilan di setiap 
daerah, Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD), sehingga idealnya masing-
masing daerah memiliki sumber daya 
penanggulangan bencana yang memadai. 
Namun, jika melihat proses 
penanganan bencana di Indonesia hingga 
saat ini, berbagai aspek masih menjadi 
permasalahan seperti penanganan 
bencana Gunungapi Sinabung. Menurut 
Setio Budi, bahwa setelah melalui berbagai 
penguatan landasan hukum, kelembagaan 
dan pengalaman penanganan bencana 
ternyata masih menyisakan banyak 
persoalan baik secara konseptual maupun 
lapangan. Persoalan utama adalah 
Komunikasi, Informasi, Koordinasi dan 
Kerjasama. Dari aspek kecepatan, 
ketepatan, keakuratan-keandalan, aspek 
komunikasi dan informasi menjadi hal 
yang masih problematik, terutama ketika 
berbicara mengenai kesimpangsiuran 
informasi, berbagai tindakan yang tidak 
tepat sasaran seperti logistik yang tidak 
merata, ketidakterpaduan atau 
ketumpangtindihan antarsektor dalam 
penanganan bencana masih banyak terjadi. 
Ini menunjukkan bahwa masih adanya 
aspek egosektoral dan pemahaman atas 
aspek kebijakan dan implementasi yang 
terintegrasi mengenai aspek bencana alam 
belum menjadi agenda utama. (Budi, 2011) 
Aspek komunikasi dan koordinasi 
antar pihak terkait menjadi dua poin 
penting dalam manajemen bencana yang 
harus selalu disinergikan dalam setiap 
penanganan kebencanaan. Sebab, dalam 
komunikasi sudah mencakup unsur 
informasi dan dalam koordinasi sudah 
mencakup unsur kerja sama. Kedua aspek 
ini, komunikasi dan koordinasi, 
memerlukan sistem yang terintegrasi 
antara pemerintah dan masyarakat agar 
penanganan kebencanaan sejak masa 
prabencana hingga pascabencana berjalan 
sesuai rencana. 
Peristiwa bencana Gunungapi 
Sinabung membawa pembelajaran yang 
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sangat penting bagi dunia kegunungapian 
di Indonesia (Suprapto, 2014). 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui manajerial komunikasi antara 
pemerintah dan komunitas lokal dalam 
menangani bencana erupsi Gunung 
Sinabung, dan untuk mengidentifikasi  
hambatan berkoordinasi dalam menangani 
bencana erupsi Gunung Sinabung. 
 
METODE PENELITIAN  
Metode penelitian menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif. Riset 
kualitatif bertujuan untuk menjelaskan 
suatu fenomena sedetail mungkin melalui 
pengumpulan data yang sedalam-
dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan 
besar populasi maupun sampling, yang 
lebih ditekankan disini adalah persoalan 
kedalaman (kualitas) bukan banyaknya 
(kuantitas) data (Kriyantono, 2009). 
Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode: Wawancara, yakni dengan 
melakukan tanya jawab sambil tatap muka 
antara peneliti dengan informan dengan 
menggunakan pedoman wawancara, 
Informan dalam hal ini adalah orang-orang 
yang dianggap mampu memberikan 
informasi atau penjelasan tentang realitas 
sosial yang terjadi dalam penanggulangan 
bencana erupsi Gunung Sinabung. 
Informan tersebut harus terlibat langsung. 
karena jabatannya, tugasnya atau karena 
yang bersangkutan adalah korban dari 
bencana tersebut. 
 Informan dalam penelitian ini 
adalah: Petugas BNPB, Petugas komunitas 
lokal, anggota masyarakat korban bencana. 
Wawancara adalah proses memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan melakukan tanya jawab sambil 
bertatap muka antara pewawancara 
dengan informan atau orang yang 
diwawancarai, dengan menggunakan 
pedoman wawancara, pewawancara dan 
informan terlibat dalam kehidupan sosial 
yang relatif lain. Dengan demikian, 
keabsahan wawancara adalah 
keterlibatannya dalam kehidupan 
informan (Bungin, 2007). 
Kegiatan penelitian telah dilakukan 
pada agustus 2018 dengan menghadirkan 
45 orang sebagai peserta FGD yang terbagi 
dalam 9 kegiatan FGD. Di setiap desa 
dilakukan 3 kegiatan FGD dengan 3 
kategori yang berbeda, yaitu kategori 
remaja, perempuan, dan laki-laki. 
Pembedaan tiga kategori ini dilakukan 
agar tim peneliti mendapatkan informasi 
treatment komunikasi bencana yang 
didapatkan oleh kelompok remaja, 
perempuan, dan laki-laki dari ketiga desa 
tersebut. 
Focus Group Discussion (FGD), yakni 
kegiatan pengumpulan data informasi 
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melalui diskusi secara mendalam di antara 
peserta mengenai persoalan-persoalan 
penanganan bencana dalam konteks 
erupsi Gunung Sinabung. Topic FGD yang 
akan diangkat, yaitu: a) Apa saja masalah 
yang dihadapi oleh korban bencana erupsi 
Gunung Sinabung? b) Apakah bencana 
tersebut sudah disampaikan kepada 
BNPB? Bagaimana tindak lanjutnya? c) Apa 
saja kegiatan yang dilakukan selama di 
penampungan? d) Apa saja 
program/kegiatan yang sudah diterima 
oleh para pengungsi dan siapa yang 
melakukannya? e) Bagaimana pandangan 
korban erupsi Gunung Sinabung terhadap 
program-program yang telah dilakukan 
oleh BNPB dan komunitas-komunitas 
lokal? f) Hingga saat ini masalah-masalah 
apa saja yang masih dialami oleh para 
korban erupsi Gunung Sinabung? g) 
Adakah usul para pengungsi? 
Untuk melakukan analisis, peneliti 
perlu menangkap, mencatat, 
menginterpretasikan dan menyajikan 
informasi. Satu hal yang perlu 
diperhatikan oleh peneliti adalah dalam 
penelitian kualitatif, analisis data tidak 
dapat dipisahkan dari pengumpulan data. 
Oleh karena itu, ketika data mulai 
terkumpul dari wawancara dan observasi, 
analisis data harus segera dilakukan untuk 
menentukan pengumpulan data 
berikutnya.  
Data reduction intinya mengurangi 
data yang tidak penting sehingga data yang 
terpilih dapat diproses ke langkah 
selanjutnya.  Dalam penelitian kualitatif, 
data yang diperoleh dapat berupa simbol, 
statement, kejadian, dan lainnya. Oleh 
karena itu timbul masalah karena data 
masih mentah, jumlahnya sangat banyak 
dan bersifat non‐kuantitatif (sangat 
deskriptif) sehingga tidak dapat digunakan 
secara langsung untuk analisis. Oleh 
karena itu, data perlu diorganisir kedalam 
format yang memungkinkan untuk 
dianalisis.  
Kegiatan ini menentukan kategori, 
konsep, tema dan pola (pattern) . Data dari 
interview ditulis lengkap dan 
dikelompokkan menurut format tertentu 
(misal menurut jabatan struktural, diberi 
warna, dll). Informan dapat ditandai 
dengan inisial. Dengan cara ini, peneliti 
dapat mengidentifikasi informasi sesuai 
pemberi informasi dengan misalnya 
jabatan informan. Transkrip hasil 
wawancara dianalisis dan poin-poin 
penting dapat ditandai untuk 
memudahkan coding dan 
pengklasifikasian. 
Atas dasar reduksi data, peneliti 
dapat  memulai memahami data secara 
detail dan rinci. Proses ini dapat berupa 
“pemotongan” data hasil wawancara dan 
dimasukkan ke dalam kolom khusus sesuai 
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dengan tema yang ada. Hasil observasi dan 
analisis dokumen dapat dimasukkan ke 
dalam kolom yang sama untuk mendukung 
pemahaman atas data hasil wawancara. 
Data kemudian dicoba dicari maknanya/ 
diinterpretasi. Dalam melakukan 
interpretasi, peneliti harus berpegang 
pada koherensi antara temuan wawancara, 
observasi dan analisis dokumen. 
Hasil interpretasi kemudian 
dikaitkan dengan teori yang ada sehingga 
interpretrasi tidak bersifat bias tetapi 
dapat dijelaskan oleh teori tersebut. Perlu 
diingat bahwa dalam melakukan 
interpretasi, peneliti tidak boleh lepas dari 
kejadian yang ada pada setting penelitian. 
Di samping itu, peneliti harus mampu 
mengkaitkan temuan penelitian dengan 
berbagai teori karena penelitian kualitatif 
berpegang pada konsep triangulasi.  
Dalam penelitian kualitatif, validitas 
dan reliabilitas sering dinamakan sebagai 
kredibilitas. Untuk menjaga kredibilitas 
penelitian ini maka dilakukan Triangulasi 
data sejak langkah pengumpulan data 
sampai pada saat kesimpulan. Triangulasi 
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 
yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 
luar data itu untuk keperluan pengecekan 
atau  sebagai pembanding terhadap data 
itu (Sugiyono, 2008). Penelitian ini 
menggunakan triangulasi sumber. Peneliti 
dapat menggunakan berbagai sumber data, 
teori, metode dan investigator agar 
informasi yang disajikan konsisten. Oleh 
karena itu, untuk memahami dan mencari 
jawaban atas pertanyaan penelitian, 
peneliti dapat mengunakan lebih dari satu 
teori, lebih dari satu metode (wawancara 
dan observasi).  Metode triangulasi yang 
dilakukan melalui cara pengecekan silang 
(cross validation) atas data yang diperoleh. 
Pengecekan silang dengan melakukan 
perbandingan informan, perbandingan 
waktu maupun tempat. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Manajemen Komunikasi Bencana  
Meletusnya Gunung Sinabung sempat 
menjadi perhatian dari media massa 
karena menimbulkan banyak masalah 
social, tapi kemudian masalah Sinabung 
dianggap sebagai peristiwa biasa, dan 
tidak didefenisikan sebagai bencana. 
Lantas, kejadian seperti apa yang 
kemudian disebut sebagai bencana? 
Bencana menurut Coppola dapat 
didefenisikan sebagai those hazards for 
which the consequences may be so great as 
to overwhelm the local capacity to respond. 
Lebih spesifik, suatu peristiwa dapat 
dikategorikan sebagai bencana ketika ada 
nyawa yang hilang, ada yang terluka 
fisiknya, ada barang yang rusak atau 
hilang, serta kerusakan lingkungan. Dalam 
situasi bencana menurut Smith (1992) bisa 
terjadi kehilangan langsung, maupun 
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kehilangan tidak langsung. Kehilangan 
langsung  berupa:   kerusakan, cidera, 
biaya perbaikan atau renovasi struktu 
publik maupun pribadi (bangunan, 
sekolah, jembatan, jalan, dsb), biaya 
relokasi/rumah sementara, kehilangan 
usaha, biaya tanggap darurat, hingga biaya 
pembersihan dari efek bencana. 
Kehilangan tidak langsung tidak serta 
merta dirasakan, namun memiki efek 
jangka panjang terhadap masyarakat. 
kehilangan tidak langsung berupa 
kehilangan pendapatan, kehilangan input 
maupun output bisnis, pengurangan 
pendapatan, kehilanganan pengetahuan 
(pendidikan), sakit kejiwaan, hingga 
kematian  (Coppola, 2009). 
Adapun penanganan bencana 
memiliki 4 fase utama yaitu; mitigation, 
kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan 
recovery. Berdasarkan Pusat Pendidikan 
Mitigasi Bencana (P2MB) Universitas 
Indonesia, mitigasi bencana adalah 
serangkaian upaya untuk mengurangi 
resiko bencana, baik melalui 
pembangunan fisik maupun penyadaran 
dan peningkatan kemampuan menghadapi 
ancaman bencana. Mitigasi berkaitan 
dengan upaya pengurangan komponen 
resiko. 
Kesiapsiagaan menurut Undang-
undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang 
penanggulangan bencana adalah 
serangkaian kegiatan yang dilakukan 
untuk mengantisipasi bencana melalui 
pengorganisasian serta melalui langkah 
tepat guna dan berdaya guna. 
Kesiapsiagaan  melibatkan proses 
melengkapi kelompok masyarakat yang 
mendapat imbas dari bencana dengan 
menggunakan berbagai upaya untuk 
memperbesar peluang mereka untuk 
bertahan dalam situasi bencana serta 
meminimalisir kehilangan finansial 
maupun kehilangan-kehilangan lainnya. 
Metode yang dilakukan pada tahap ini 
adalah dengan melatih dan melengkapi 
keterampilan penangangan bencana pada 
setiap level pemerintahan, serta melatih 
masyarakat berkaitan dengan tindakan 
apa-apa saja yang dapat mereka lakukan 
untuk mengurangi kerentanan individu 
maupun resiko lainnya. 
Fokus utama pada tahap tanggap 
darurat adalah tindakan yang dilakukan 
untuk mengurangi atau mengeliminasi 
akibat dari bencana, baik akibat yang akan 
terjadi, sedang terjadi, atau yang telah 
terjadi. Tindakan ini bertujuan untuk 
membatasi luka akibat bencana, 
kehilangan nyawa, dan kerusakan 
terhadap properti maupun lingkungan.  
Fase respon dimulai ketika potensi 
bencana sudah terlihat dan berakhir ketika 
bencana dinyatakan telah usai. 
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Fase terakhir adalah fase recovery. 
Recovery melingkupi perbaikan, 
rekonstruksi, ataupun mengumpulkan 
kembali apa-apa yang telah hilang selama 
masa bencana. Masa recovery ini 
membutuhkan waktu yang lebih panjang 
serta proses yang lebih intens 
dibandingkan 3 fase lainnya. Intensitas 
yang lebih ini akan melibatkan lebih 
banyak orang, lembaga, maupun 
pembiayaan.  
Pengetahuan tentang bencana 
merupakan hal yang penting dan tidak bisa 
diabaikan. Dalam banyak kasus bencana di 
Indonesia, banyak efek bencana yang 
berulang dikarenakan kurangnya 
pengetahuan tentang bencana tersebut. 
Padahal, Indonesia merupakan salah satu 
bagian wilayah dunia yang rawan terhadap 
bencana (Hermon, 2015) 
Manajemen tidak hanya berkaitan 
dengan masalah ekonomi, namun 
sesungguhnya manajemen berkaitan 
dengan manusia, tentang bagaimana 
mengorganisir sumber daya manusia 
untuk bersama-sama mencapai tujuan 
organisasi. Lebih spesifik berkaitan 
tentang perubahan yang terjadi pada 
manusia ketika mereka beralih dari 
individu-individu menjadi manusia 
berorganisasi (Klikauer, 2008).  
Komunikasi menjadi bagian yang 
penting dalam alur aktivitas manusia. Alur 
aktivitas ini melibatkan interaksi sosial 
dengan manusia lain, dan pada akhirnya 
tanpa manajemen yang baik akan 
menimbulkan potensi konflik dari ragam 
kepentingan yang berbeda. Komunikasi 
dapat dikatakan sebagai landasan dalam 
manajemen yang efektif. As a general 
practice, the goal of communication should 
be to clarify information to the level of 
depth required by the receiver by 
minimizing barriers that might inhibit 
understanding (Pritchard, 2004). 
Aktivitas komunikasi ada dalam 
setiap aktivitas komunikasi mulai dari 
proses inisiasi, proses perencanaan, proses 
eksekusi program, proses kontrol, hingga 
proses penutupan. Setelah itu baru dapat 
dilihat efektifitasnya. Efektifitas 
komunikasi hanya dapat dilihat melalui 
umpan balik yang diberikan oleh 
penerima. The obvious test of 
communications effectiveness is to ask the 
receiver in the communications model to 
reiterate what has been said or what 
commitments have been made (Pritchard, 
2004). 
Pengelolaan manajemen komunikasi 
dalam situasi bencana merupakan hal yang 
mutlak dilakukan. Manajemen komunikasi 
akan membantu publik untuk well 
informed terhadap berbagai bahaya dalam 
kondisi bencana. Damon Coppola ( 2009: 
16) membuat beberapa tujuan penting 
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dalam pengelolaan manajemen 
komunikasi berupa: 1) Meningkatkan 
kesadaran masyarakat tentang risiko 
bahaya, 2) Memandu perilaku publik, 3)  
peringatan publik, 4) Meningkatkan 
pengetahuan, 5) membantah mitos atau 
kesalahpahaman, 6) Mempengaruhi 
perilaku dan norma sosial, 7) Membangun 
keterampilan, 8) memperkuat 
pengetahuan, sikap, dan perilaku, 9) 
menyarankan/mengaktifkan tindakan, 10) 
menunjukkan manfaat dari perilaku, 11) 
meningkatkan dukungan atau permintaan 
layanan, 12) menggabungkan hubungan 
organisasional. 
Dalam situasi bencana, setiap anggota 
masyarakat yang berkaitan membutuhkan 
“akses terhadap informasi yang andal, 
akurat, dan tepat waktu di semua tingkat 
masyarakat sebelum, selama, dan setelah 
bencana” (Jha, 2010). 
Dalam riset yang dilakukan oleh tim 
World Bank (2010), terdapat beberapa 
lembaga yang berhubungan langsung 
dengan proses komunikasi dan informasi 
saat bencana. Ada pemerintah, yang harus 
mengkoordinasikan keseluruhan proses 
informasi dan komunikasi. Berbicara 
tentang pemerintah, tentunya tidak hanya 
pemerintah pusat namun juga pemerintah 
daerah. Pada level kedua adalah lembaga 
manajemen informasi  yang merupakan 
lembaga yang khusus dilibatkan dalam 
bantuan dan rekonstruksi, serta komunitas 
lokal yang akan membantu proses 
manajemen komunikasi. Terdapat pula 
organisasi internasional yang dapat 
membantu proses manajemen komunikasi 
dengan tetap berkoordinasi dengan 
komunitas lokal. 
United Nations International Strategy 
for Disaster Reduction (UN/ISDR) telah 
membuat beberapa langkah manajemen 
komunikasi dan informasi untuk 
mengurangi resiko bencana, yaitu: 
Pertama, menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti mengenai risiko 
bencana dan opsi perlindungan, terutama 
kepada warga di daerah berisiko tinggi, 
untuk mendorong dan memungkinkan 
orang mengambil tindakan untuk 
mengurangi risiko dan membangun 
ketahanan. Informasi tersebut harus 
memasukkan pengetahuan tradisional dan 
pribumi yang relevan dan warisan budaya 
dan disesuaikan dengan khalayak sasaran 
yang berbeda, dengan mempertimbangkan 
faktor budaya dan sosial. 
Kedua, memperkuat jaringan di 
antara ahli, manajer, dan perencana 
bencana, lintas sektor dan antar wilayah, 
dan membuat atau memperkuat prosedur 
untuk menggunakan keahlian yang ada 
saat agen dan pelaku penting lainnya 
mengembangkan rencana pengurangan 
risiko lokal. Ketiga, mempromosikan dan 
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memperbaiki dialog dan kerja sama antara 
masyarakat ilmuwan dan praktisi hukum 
yang menangani PRB, dan mendorong 
kemitraan di antara para pemangku 
kepentingan, termasuk yang mengerjakan 
dimensi sosial-ekonomi PRB. 
Keempat. mempromosikan 
penggunaan, penerapan dan 
keterjangkauan informasi terkini, 
komunikasi, dan teknologi berbasis ruang 
dan layanan terkait, serta pengamatan 
bumi, untuk mendukung PRB, terutama 
untuk pelatihan dan untuk sharing dan 
diseminasi informasi di antara berbagai 
kategori pengguna, Kelima, dalam jangka 
menengah, kembangkan direktori, 
inventaris, dan sistem informasi berbagi 
informasi lokal, nasional, regional, dan 
internasional, untuk pertukaran informasi 
mengenai praktik yang baik, hemat biaya, 
dan mudah digunakan. Teknologi DRR, dan 
pelajaran yang dipetik tentang kebijakan, 
rencana, dan tindakan untuk PRB. 
Keenam, institusi yang menangani 
pembangunan perkotaan harus 
memberikan informasi kepada publik 
mengenai pilihan pengurangan bencana 
sebelum konstruksi, pembelian lahan, atau 
penjualan tanah. Ketujuh, memperbarui 
dan menyebarkan secara luas terminologi 
standar internasional yang terkait dengan 
PRB, setidaknya dalam semua bahasa 
Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, untuk 
digunakan dalam program dan 
pengembangan kelembagaan, operasi, 
penelitian, kurikulum pelatihan, dan 
program informasi publik (Shaw, 2011). 
Dalam manajemen komunikasi 
bencana terdapat tiga stakeholders yang 
paling berkaitan dengan kondisi bencana, 
yaitu pemerintah, lembaga 
penanggulangan bencana (di Indonesia 
dikenal sebagai BNPB: Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana), serta 
komunitas lokal (Lembaga swadaya 
masyarakat, kelompok keagamaan, dsb).  
Penelitian ini kemudian akan melihat 
bagaimana ketiga komponen ini 
mengambil peran untuk melakukan 
koordinasi dan melakukan penanganan 
komunikasi bencana pada fase mitigasi, 
kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan 
recovery dalam bencana erupsi gunung 
sinabung. 
 
Kawasan Siosar Lokasi Relokasi 
Pengungsi Korban Erupsi Gunung 
Sinabung. 
Penelitian ini dilakukan di Kawasan 
Siosar yang merupakan lokasi relokasi 
pengungsi korban erupsi Gunung 
Sinabung. Kawasan ini dulunya merupakan 
wilayah hutan lindung yang kemudian 
dibuka menjadi wilayah pemukiman dan 
pertanian untuk korban bencana yang 
kehilangan rumah, tanah, sekaligus mata 
pencariannya. Lokasi ini dinilai sebagai 
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satu-satunya wilayah yang paling 
memungkinkan untuk menjadi lokasi 
relokasi utama bagi pengungsi Sinabung 
karena sangat luas dan berada dalam titik 
aman dari lokasi erupsi. 
Secara geografis, kawasan ini berada 
di Kecamatan Merek dan berjarak 23.7 km 
dari wilayah Gunung Sinabung. Wilayah ini 
merupakan kawasan perbukitan yang 
dulunya dikenal sebagai kawasan wisata. 
Dengan topografi tanah yang berbukit-
bukit, kondisi wilayah Siosar menjadi 
tantangan tersendiri bagi masyarakat.  
Masyarakat harus beradaptasi 
dengan kontur tanah yang biasanya hanya 
cocok untuk hutan pinus harus ditanami 
dengan tanaman hortikultura. Tanaman 
hortikultura merupakan opsi terbaik bagi 
masyarakat karena masa tanamnya lebih 
singkat dan bisa segera dijual untuk 
memenuhi kebutuhan hidup. 
Wilayah perbukitan ini juga dikenal 
sebagai daerah berangin. Hal ini menjadi 
tantangan tersendiri bagi masyarakat 
dimana kondisi daerah yang berangin 
membuat mereka sedikit kesulitan ketika 
bekerja di ladang, ditambah udara yang 
terlalu dingin juga mengganggu kesehatan 
mereka. Sebagai wilayah pemukiman baru, 
warga juga kesulitan untuk mendapatkan 
sarana air bersih. Air sumur galian warga 
masih kuning, kotor, dan tidak layak 
dikonsumsi. 
Terdapat 3 desa yang menempati 
wilayah relokasi ini, yaitu Desa Simacem, 
Desa Bekerah, dan Desa Suka Meriah. 
Ketiga desa ini dulunya berada di 
Kecamatan Payung. Setiap kepala keluarga 
yang pindah ke kawasan ini mendapatkan 
satu unit rumah, dan lahan seluas 0.5 ha. 
Di lahan ini mereka menanam cabe, sayur 
mayur, kentang, dan aneka sayuran 
lainnya.  
Hanya saja, kondisi tanah menjadi 
kendala karena teksturnya berbeda 
dengan tanah yang biasa mereka olah di 
wilayah Gunung Sinabung. Tanah di 
Gunung Sinabung cenderung berbatu 
namun subur. Adapun tanah di kawasan 
Siosar meskipun gembur namun dinilai 
kurang cocok untuk tanaman sayur mayur 
tersebut. Tidak heran kalau kemudian 
warga merasa masih kesulitan untuk 
memenuhi kebutuhan ekonominya. 
Tanaman kopi yang dulu menjadi andalan 
di desa tidak bisa ditanam setelah pindah 
ke Siosar. Hal ini dikarenakan tanaman 
kopi merupakan komoditas yang masa 
tanamnya lebih lama, sehingga kalau 
dibudidayakan baru akan menghasilkan 
setelah beberapa tahun. 
 
Temuan Penelitian 
Pada bagian temuan umum, peneliti 
membagi atas beberapa fase aktivitas yaitu 
aktivitas kehidupan sebelum terjadinya 
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bencana, dan aktivitas pasca bencana. 
Informasi pada kedua aktivitas ini 
diperlukan untuk mendapatkan gambaran 
perubahan-perubahan apa saja yang 
terjadi dalam berbagai aspek kehidupan 
masyarakat. 
Sebelum terjadinya erupsi di tahun 
2010, masyarakat hidup sebagai petani. 
Komoditas utamanya selain sayur mayur 
adalah kopi. Kopi merupakan komoditas 
jangka panjang. Paling tidak dibutuhkan 
waktu 2 tahun mulai dari fase tanam 
sampai fase panen kopi. Pasca bencana 
dan pindah ke kawasan relokasi, petani 
masih hidup dari sektor pertanian. Hal 
yang berbeda adalah mereka tidak lagi 
menjadikan kopi sebagai komoditas 
utama. Masyarakat membutuhkan 
perputara ekonomi yang lebih sering. Jika 
menanam kopi, mereka harus 
mengeluarkan modal terlebih dahulu 
sebelum masa panen tiba dua tahun 
kemudian. Persoalan yang kemudian 
muncul adalah bagaimana mereka bisa 
menghidupi keluarga jika kemudia harus 
menanam modal terlebih dahulu untuk 
jangka waktu lama? 
Opsi terbaik adalah menanam sayur 
mayur. Persoalannya adalah, meskipun 
tanah di Siosar relatif gembur, namun 
tidak masuk dalam kategori subur. Warga 
harus melakukan pemupukan secara terus 
menerus dalam jumlah besar untuk 
menyuburkan tanah, dan ini 
membutuhkan modal yang besar. 
Darimanakah modalnya? Sementara harta 
benda mereka telah hancur terkena efek 
bencana. Menghadapi kondisi ini 
pemerintah sebenarnya telah memberikan 
bantuan, seperti bantuan pupuk, 
penyuluhan pertanian, maupun pelatihan 
teknik bertani dengan cara hidroponik.  
Pemerintah menyediakan satu set 
instalasi hidroponik untuk setiap rumah 
tangga. Akan tetapi, metode ini pun tidak 
dapat dikelola secara maksimal oleh 
masyarakat. Banyak instalasi yang gagal 
dan dibiarkan saja oleh pemilik rumah. 
Pihak aparat desa telah berupaya untuk 
mempersuasi warga agar mau 
menyerahkan instalasi tersebut ke pihak 
desa. Pihak desa berencana untuk 
mengumpulkan seluruh instalasi 
hidroponik, dan membuat pengelolaan 
bersama yang menjadi milik desa. Akan 
tetapi banyak warga menolak dan memilih 
untuk membiarkan instalasi tersebut 
‘teronggok’ begitu saja di halaman rumah 
mereka. 
Untuk sektor pendidikan, sebelum 
bencana setiap desa fasilitas pendidikan 
mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Pasca 
bencana, selama masa pengungsian anak-
anak sempat tidak bersekolah kurang lebih 
selama 3 bulan. Setelah itu mreka 
bersekolah di sekolah yang berada di 
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sekitar pengungsian. Pasca pindah ke 
Siosar, tidak ada fasilitas pendidikan di 
sekolah sehingga mereka harus bersekolah 
di Kabanjahe yang berjarak 17 km. Anak-
anak harus sudah berangkat pagi-pagi 
sekali karena hanya ada 1 trayek bus yang 
mengangkut mereka setiap pagi dan sore 
hari. Jika terlambat sedikit saja sudah pasti 
mereka akan ketinggalan bus dan tidak 
sekolah. Letak sekolah yang jauh juga 
berimbas pada jumlah pengeluaran yang 
harus dikeluarkan setiap keluarga. 
Awalnya warga tidak perlu membayar 
untuk menggunakan bus yang akan 
mengangkut siswa ke sekolah, namun 
sekarang mereka harus membayar Rp. 
2000 untuk transportasi ke sekolah. Hal ini 
tentu menambah biaya rumah tangga 
mereka. 
Sebagai catatan, satu rumah tangga 
paling tidak harus mengeluarkan biaya 
pendidikan, biaya transport dari dan ke 
desa sekitar Rp. 20.000 per hari, listrik 
sekitar Rp. 100.000., per bulan, air 
Rp.80.000., per tangki, biaya pupuk sekitar 
Rp. 2.500.000., per pemupukan 
dikarenakan kondisi tanah yang masih 
perlu beradaptasi, dan biaya lain-lainnya.  
Beban ekonomi yang besar ini juga masih 
disertai dengan beban sosial yang harus 
mereka hadapi. 
Beban sosial ini berupa pandangan 
sinis dari masyarakat di luar pengungsian 
yang menganggap bahwa para pengungsi 
mendapatkan banyak perhatian dari 
pemerintah berupa bantuan bangunan, 
tanah, konseling, maupun fasilitas lainnya. 
Akan tetapi, sesungguhnya warga 
pengungsi menanggung beban sosial dari 
sinisme masyarakat.  
 
Komunikasi Bencana dalam Fase 
Penanganan Bencana 
Pertama adalah fase mitigasi 
merupakan fase untuk mempersiapkan 
warga dalam menghadapi bencana. Untuk 
kasus Gunung Sinabung memang terdapat 
keunikan dimana gunung ini tidak terlihat 
mengeluarkan abu vulkanik selama 400 
tahun terakhir. Agaknya hal ini kemudian 
membuat banyak pihak menjadi abai 
dengan potensi bahaya Gunung Sinabung.  
Akibatnya, tidak ada persiapan 
apapun untuk mengantisipasi terjadinya 
bencana di Gunung Sinabung. Warga 
beraktifitas secara normal, bahkan 
berladang tepat di bawah kaki gunung. 
Alat pemantau erupsi pun baru dipasang 
setelah terjadinya erupsi. Sebelum 
terjadinya erupsi, masyarakat yang sangat 
minim pengalaman dan pengetahuan 
tentang bencana membangun rumah 
permanen dan besar untuk menampung 
hasil ladangnya dan untuk memenuhi 
kebutuhan utama. 
Masyarakat mengetahui defenisi 
bencana, namun tidak menyadari bahwa 
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potensi bencana tepat di hadapan mereka. 
Masyarakat tidak mendapatkan terpaan 
komunikasi sama sekali berkaitan dengan 
pengetahuan kebencanaan dari 
pemerintah, maupun dari organisasi lain di 
luar pemerintah. Pada tahap mitigasi 
seharusnya dilakukan upaya awareness 
kepada masyarakat. Hal ini dapat 
dilakukan melalui penyuluhan, 
memasukkan materi bencana dalam 
kurikulum pembelajaran di sekolah, 
pendampingan dan training secara reguler. 
Kedua adalah fase kesiapsiagaan 
menekankan pada pentingnya 
mempersiapkan kelompok rentan untuk 
siap dan mampu beradaptasi secara tepat 
dan cepat dalam kondisi bencana. 
Termasuk dalam katefori kelompok rentan 
adalah anak-anak, lansia, dan perempuan. 
Kelompok rentan ini memiliki 
keterbatasan fisik maupun psikologis yang 
dapat memperbesar resiko bencana bagi 
mereka.  
Dalam temuan selama proses FGD 
sebelum terjadinya bencana tidak ada 
upaya untuk memperkuat kelompok 
rentan ini. Upaya penguatan dan 
pendampingan kelompok rentan ini 
dilakukan setelah terjadinya bencana. TNI 
memberikan pelatihan kepada Taruna 
Siaga Bencana (TAGANA) di tahun 2010. 
TAGANA terdiri atas pemuda-pemuda 
pilihan yang diberikan keterampilan untuk 
menyelamatkan warga yang masuk dalam 
kategori kelompok rentan ini. Pelatihan 
yang diberikan diantaranya adalah cara 
menggendong anak saat menyelamatkan 
diri, bantuan pernafasan, keluar dari 
gedung saat gempa, dan upaya 
penyelamatan lainnya. Program pelatihan 
direncanakan berlangsung selama 3 bulan. 
Akan tetapi, kegiatan ini hanya 
bertahan sampai 1 bulan pertama. 
Alasannya sangat sederhana, karena 
pemerintah hanya menyediakan dana 
transport untuk satu bulan saja. Hal ini 
sangat memprihatinkan karena 
menggambarkan tidak adanya  sikap 
sukarela dari masyarakat untuk berperan 
serta dalam program penanggulangan 
bencana. Masyarakat masih berpikir 
bahwa setiap program yang dilakukan 
pemerintah harus ada imbalan uang. 
Kegiatan ini pun hanya disiapkan saat fase 
tanggap darurat. Pasca pindah ke lokasi 
relokasi, tidak ada upaya untuk 
mempertahankan komunitas ini sebagai 
komunitas mandiri. 
Kondisi ini menunjukkan perlunya 
upaya komunikasi yang dapat 
mempersuasi masyarakat untuk memiliki 
rasa “sukarela” untuk mengembangkan 
kemampuan dan kepedulian pada 
masyarakat. Sangat disayangkan bahwa 
pemuda terpilih yang diberikan 
keterampilan khusus untuk membantu 
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masyarakat kemudian tidak mau terlibat 
secara penuh untuk membantu 
masyarakat. Pemerintah perlu melakukan 
upaya komunikasi secara intensif untuk 
menumbuhkan rasa sukarelawan  pada 
kelompok pemuda.  Pasca bubarnya 
TAGANA, tidak ada lagi upaya 
pendampingan terhadap kelompok rentan. 
Tidak ada juga upaya untuk membekali 
kelompok rentan agar memiliki 
pengetahuan dan keterampilan untuk 
mengurangi resiko bencana untuk dirinya.  
Ketiga adalah fase yang dikenal juga 
sebagai fase tanggap darurat. Di tengah 
kondisi tanggap darurat, masyarakat 
berhadapan dengan situasi penuh 
ketidakpastian. Ketidakpastian soal 
kondisi Gunung Sinabung yang kerap 
mengeluarkan abu vulkanik dan lahar 
dingin, ketidakpastian soal informasi titik 
aman, ketidakpastian soal lokasi 
pengungsian, ketidakpastian soal kondisi 
harta benda mereka, ketidakpastian soal 
nasib pendidikan anak-anaknya, serta 
ketidakpastian soal relokasi. Dalam 
kondisi ketidakpastian, masyarakat sangat 
bergantung pada akses informasi yang bisa 
mereka dapatkan. Untuk itu pemerintah 
perlu menyediakan akses informasi yang 
cepat dan mudah didapatkan oleh 
masyarakat.  
Dalam FGD masyarakat menceritakan 
beberapa pengalaman ketidakpastiannya. 
Ketika letusan pertama terjadi di tahun 
2010 masyarakat diminta untuk segera 
kembali ke desa masing-masing. Setelah 
kembali ke desa, ternyata erupsi kembali 
terjadi. Masyarakat pun kembali panik 
menyelamatkan diri. Pasca letusan kedua, 
warga bertahan di pengungsian sampai 
tiga bulan lamanya. Warga masih menolak 
untuk kembali ke desa karena khawatir 
erupsi akan terjadi lagi. Hanya beberapa 
anggota keluarga laki-laki yang bertahan di 
desa untuk menjaga harta benda mereka. 
Setelah 3 bulan mereka kembali ke desa 
setelah dibujuk oleh pemerintah, dalam hal 
ini bupati. Untuk meyakinkan warga 
bahwa kondisi sudah aman bupati pun ikut 
serta mengantarkan warga ke desa. Selama 
masa kembali ke desa tidak ada upaya 
apapun untuk meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan warga mengenai 
kebencanaan. 
Setelah 2010 tidak ada lagi letusan, 
sampai akhirnya erupsi Gunung Sinabung 
kembali terjadi di tahun 2013. Tahun 
tersebut merupakan tahun kisruh bagi 
warga. Warga harus kembali 
menyelamatkan diri, dan kali ini harus 
merelakan harta bendanya habis terkena 
bencana, dan hasil panennya rusak terkena 
abu erupsi. Gelombang pengungsi pun 
mulai memenuhi beberapa lokasi 
pengungsian di Kota Kabanjahe. Beberapa 
titik pengungsian diantaranya adalah 
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kampus Universitas Karo (UK), jambur-
jambur di Kabanjahe, maupun gereja.  
Ketidakpastian lain muncul terutama 
berkaitan dengan lokasi pengungsian. 
Warga tidak memperoleh informasi yang 
cukup mengenai kondisi di lokasi 
pengungsian. Warga kerap berpindah-
pindah dari satu lokasi pengungsian ke 
lokasi lainnya tanpa ada informasi 
sebelumnya. Informasi mengenai 
perpindahan lokasi pengungsian hanya 
disampaikan secara lisan oleh TNI. Tidak 
ada pengumuman sebelumnya yang dapat 
membantu warga untuk bersiap-siap.  
Setelah tahun 2013 tersebut, warga 
tidak pernah kembali ke desa. Warga 
hanya mendapat informasi dari TNI 
maupun aparat desa bahwa desa mereka 
telah hancur. Rumah dan lahan pertanian 
mereka telah tertimbun, bahkan tingginya 
mencapai 5 kilometer pasca erupsi 
tersebut. Informasi disampaikan melalui 
penyuluhan yang diberikan oleh TNI, 
BMKG, BNPB, maupun kampus-kampus di 
wilayah Sumatera Utara seperti USU dan  
UNIMED. Untuk persoalan relokasi, 
sumber informasi utama adalah aparat 
desa.  
Pemerintah sangat fokus pada 
penanganan bencana selama fase tanggap 
darurat ini. ada banyak bantuan yang 
diberikan kepada warga. Bantuan seperti 
sandang, pangan, obat-obatan, dirasa 
sangat cukup. Makanan terjamin dengan 
kualitas yang baik. Bahkan beberapa 
peserta FGD menyatakan bahwa hidup 
mereka justru lebih enak di pengungsian 
daripada di lokasi relokasi. Selama di 
pengungsian, banyak kelompok 
mahasiswa yang memberi bantuan 
psikologis melalui kunjungan dan 
permainan untuk anak, bantuan 
penyuluhan untuk meningkatkan 
pengetahuan, kunjungan dari televisi 
maupun orang-orang terkenal. Dalam FGD 
ada pengungsi yang menyatakan bahwa 
mereka mengalami peningkatan 
kemampuan komunikasi. Kemampuan ini 
didapatkan karena mereka mulai 
menyadari bahwa mereka banyak disorot 
oleh kamera televisi, sering berbicara 
dengan orang terkenal seperti artis, 
menteri, bahkan  presiden sekalipun.  
Pada masa ini pula TAGANA 
dibentuk, yang sayangnya seperti 
dijabarkan sebelumnya TAGANA akhirnya 
ditinggalkan oleh pemuda yang terpilih. 
Selama tanggap darurat, TAGANA ikut 
berperan aktif tidak hanya untuk urusan 
penyelelamatan namun juga 
menyebarluaskan informasi yang 
dibutuhkan pengungsi. 
Keempat adalah Fase Recovery atau 
Pasca bencana pemerintah tidak 
mengizinkan warga untuk kembali ke desa 
mereka. Pada fase ini pemerintah telah 
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menetapkan kebijakan untuk 
memindahkan warga dari tiga desa 
tersebut ke wilayah Siosar. Dengan 
penetapan tersebut, warga secara resmi 
tidak diizinkan untuk kembali ke desanya 
masing-masing. Warga harus merelakan 
harta bendanya musnah. Ada yang 
dikarenakan sudah tertimbun lahar dingin, 
namun ada juga yang hilang karena dicuri 
pasca warga meninggalkan desa. 
Pemerintah sebenarnya telah memberikan 
jaminan bahwa pemerintah melalui TNI 
akan melakukan penjagaan terhadap harta 
benda mereka, akan tetapi pencurian tetap 
terjadi.  
Ada beberapa upaya untuk 
mengurangi resiko selama fase ini. 
Diantaranya melalui trauma healing yang 
difasilitasi oleh Fakultas Psikologi 
Universitas Sumatera Utara. Kegiatan-
kegiatan sederhana seperti bermain dan 
bernyanyi sedikit banyak telah membantu 
mengurangi efek ketakutan yang mereka 
rasakan. Fokus utama dari kegiatan ini 
umumnya untuk anak-anak. 
Upaya lain yang dilakukan melalui 
acara budaya seperti Goro-goro Aron.  
Goro-goro aron merupakan acara budaya 
berisi nyanyian dan tarian dan biasanya 
dilakukan semalaman. Kegiatan Goro-goro 
Aron ini bukan semata tari dan nyanyian, 
namun merupakan kegiatan silaturahmi 
dengan warga. Dalam kegiatan ini warga 
saling bertukar nyanyian, tarian, maupun 
canda. Dalam sejarahnya kegiatan 
kesenian ini merupakan wujud syukur atas 
kecukupan rezeki yang diperoleh selama 
panen. Dalam perkembangannya medium 
ini juga sering digunakan untuk 
menyampaikan pesan-pesan 
pembangunan oleh pemerintah, bahkan 
kampanye politik.  
Warga sendiri lebih memilih Goro-
goro Aron untuk pelepasan emosi daripada 
upanya konseling lainnya. Warga meminta 
pemerintah menyediakan Goro-goro Aron 
secara rutin sebagai hiburan. Medium yang 
sangat disukai oleh warga ini dapat 
dimanfaatkan sebagai alat untuk 
menyampaikan program mitigasi, maupun 
kesiapsiagaan untuk kelompok masyarakat 
rentan. 
Akan tetapi, fase recovery juga tidak 
serta merta menyelesaikan masalah warga. 
Warga memang tetap mendapatkan 
bantuan dari pemerintah, namun 
umumnya bantuan yang diterima adalah 
bantuan fisik, keterampilan kerja, instalasi 
pertanian hidroponik, serta bantuan fisik 
lain. Namun tidak ada kegiatan yang secara 
khusus memfokuskan pada kecakapan 
komunikasi mereka untuk berhadapan 
dengan kondisi bencana. BNPB hanya 
datang sekali-sekali untuk memantau desa, 
tanpa membuat program apa-apa lagi. 
Beberapa fasilitas yang dibangun seperti 
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PAUD pun tidak serta merta bisa 
digunakan oleh masyarakat. Hal ini 
dikarenakan belum adanya serah terima 
antara BNPB kepada pemerintah setempat.  
 
Penanganan Komunikasi Bencana, 
Aspek Koordinasi 
Dalam Undang-undang No. 24 Tahun 
2007 tentang Penanggulangan Bencana 
disebutkan bahwa penanggulangan 
bencana dilakukan dengan tujuan untu: 1) 
Memberikan perlindungan kepada 
masyarakat dari ancaman bencana; 2) 
Menyelaraskan peraturan perundang-
undangan yang sudah ada; 3) Menjamin 
terselenggaranya penanggulangan 
bencana secara terencana, terpadu, 
terkoordinasi, dan menyeluruh; 4) 
Menghargai budaya lokal; 5) Membangun 
partisipasi dan kemitraan publik serta 
swasta; 6) Mendorong semangat gotong 
royong, kesetiakawanan, dan 
kedermawanan, dan; 7) Menciptakan 
perdamaian dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 Selain produk undang-undang 
tersebut terdapat pula beberapa produk 
lain yang kemudian menjadi payung 
hukum dalam penanganan bencana di 
Indonesia. Produk hukum tersebut 
diantaranya adalah Keputusan Presiden, 
keputusan Menteri, hingga Peraturan 
Kepalan BNPB.  
Dari sekian banyak produk hukum 
tersebut, peraturan yang bersinggungan 
langsung dengan penanganan komunikasi 
bencana diantaranya adalah: Pertama 
adalah Peraturan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Nomor 14 tahun 
2009 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelatihan 
Penanggulangan Bencana. Dalam 
peraturan ini disebutkan terdapat 3 
jenjang pelatihan yang dapat diikuti 
mengenai penanggulangan bencana, yaitu: 
1) Pelatihan penanggulangan bencana 
tingkat pengambil keputusan, 2) Pelatihan 
penanggulangan bencana tingkat manager, 
3) Pelatihan penanggulangan bencana 
tingkat teknis.  
Dalam temuan selama proses FGD 
diketahui bahwa beberapa pemuda di Desa 
Siosar sudah pernah mendapat pelatihan 
penanggulangan bencana, namun tidak 
berasal dari program yang dibuat oleh 
BNPB. Program yang diikuti oleh pemuda 
setempat adalah Program TAGANA 
(Taruna Siaga Bencana) yang 
dikembangkan oleh Kementrian Sosial. 
Program itu sendiri tidak berumur 
panjang. Info dari warga, para relawan 
hanya mendapat uang transportasi untuk 
1 bulan dari 3 bulan program yang 
direncanakan. Ketiadaan honor membuat 
para pemuda tersebut kemudian enggan 
untuk ikut lebih lama dalam program. 
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Kondisi ini menunjukkan beberapa 
situasi, yaitu: 1) program pelatihan 
penanggulangan bencana yang dari BNPB 
ternyata belum pernah diterima oleh 
warga masyarakat, 2) Kementrian lain 
dalam hal ini Kementrian Sosial lebih sigap 
melaksanakan kegiatan untuk membantu 
penanggulangan masalah kebencanaan, 3) 
Masih kurangnya jiwa sukarelawan pada 
masyarakat, dimana ada persepsi bahwa 
setiap program pemerintah wajib 
menyediakan dana transportasi/honor 
bagi sukarelawan. Dengan kata lain, 
diperlukan upaya lebih intensif untuk 
membentuk kemandirian pada warga. 
Kedua adalah Peraturan Kepala 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman 
Radio Komunikasi Kebencanaan. Alat 
komunikasi ini diadakan untuk 
memudahkan komunikasi antara BNPB 
dan BPBD dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana. Tujuannya 
adalah untuk mengurangi dampak yang 
akan timbul akibat bencana. BNPB 
menyediakan radio komunikasi di Pusar 
Pengendali Operasi Penanggulangan 
Bencana (Pusdalop PB) 
Provinsi/Kabupaten/Kota.  
Keberadaan radio ini diharapkan 
dapat: 1) Menciptakan pemahaman yang 
sama antara BNPB, BNPB 
Provins/Kabupaten/Kota terkait 
komunikasi radio kebencanaan dalam 
melakukan koordinasi terkait dalam 
kegiatan penanggulangan bencana; 2) 
Terciptanya pertukaran data dan 
informasi kebencanaan secara cepat 
antara BNPB, BPBD 
Provinsi/Kabupaten/Kota, serta pihak 
yang terkait dalam kegiatan 
penanggulangan bencana. 
Ketiga adalah Peraturan Kepala 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor 14 tahun 2014 tentang 
Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi 
Penyandang Disabilitas dalam 
Penanggulangan Bencana. Dalam situasi 
bencana, kelompok rentan harus 
mendapatkan perlakuan yang lebih 
intensif. Kelompok rentan disini adalah 
penyandang disabilitas dan penyandang 
disabilitas ganda yaitu bayi, balita dan 
anak anak, ibu hamil dan/atau menyusui, 
dan orang lainjut usia. Keistimewaan 
kelompok ini adalah kemudahan akses 
fisik menyangkut sarana, prasarana dan 
perlengkapan fisik sesuai dengan standar, 
dan kemudahan akses non fisik berupa 
pemberian prioritas dalam penyediaan 
layanan dan penyediaan akses informasi.  
Dari temuan selama proses FGD 
didapati bahwa dalam peristiwa 
penanganan kondisi pengungsi Sinabung 
tidak ada upaya khusus yang dilakukan 
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oleh pemerintah untuk memberi prioritas 
pada kelompok rentan.  
Keempat, adalah Peraturan Kepala 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor 8 tahun 2013 tentang Pedoman 
Media Center Tanggap Darurat Bencana . 
Media Center Tanggap Darurat Bencana 
merupakan wahana pelayanan informasi 
kebijakan pos komando tanggap darurat 
bencana berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi untuk menyediakan informasi 
yang diinginkan, memberikan kemudahan 
dan kecepatan dalam diseminasi informasi 
yang aktual, obyektif, dan faktual.  
Tugas utama dari Media Center ini 
adalah: 1) Menghimpun data dan informasi 
penanganan bencana dari Pos Komando 
Tanggap Darurat Bencana serta 
menyebarluaskannya kepada media massa 
dan masyarakat luas; 2) Menyampaikan 
informasi mutakhir tentang situasi dan 
kondisi wilayah bencana dan langkah-
langkah penanggulangannya; 3) 
Membentuk dan memastikan jaringan 
sistem informasi dan komunikasi 
berfungsi dengan baik kepada media 
massa dan masyarakat; 4) Keberadaan 
media center umumnya hanya ada pada 
situasi tanggap darurat. Tugasnya lebih 
kepada upaya untuk memberikan akses 
informasi secara cepat pada saat terjadi 
bencana. 
Kelima adalah Peraturan Kepala 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
No. 7 tahun 2015 tentang Rambu dan 
Papan Informasi Bencana. Rambu bencana 
didefenisikan sebagai keterangan yang 
ditempatkan atau dipasang di kawasan 
rawan bencana berupa lambang, huruf, 
angka, kalimat, dan/atau perpaduannya, 
yang berfungsi untuk menjelaskan atau 
memberi petunjuk, peringatan, dan 
larangan bagi setiap orang yang berada di 
kawasan rawan bencana. Rambu petunjuk 
bencana ini terdiri atas rambu tempat 
kumpul sementara, rambu tempat 
pengungsian, rambu lokasi posko, rambu 
tempat untuk membuat api, rambu arah 
evakuasi, rambu arah tempat pengungsian, 
dan rambu petunjuk dengan kata. Temuan 
selama proses FGD menunjukkan bahwa 
tidak terdapat upaya pengadaan rambu 
dan papan informasi bencana selama fase 
mitigasi di Gunung Sinabung. Hal ini 
dikarenakan gunung ini sudah tidak 
menunjukkan aktifitas selama ratusan 
tahun. Peristiwa erupsi Gunung Sinabung 
melewatkan dua fase yang sangat vital 
yaita fase mitigasi dan kesiapsiagaan. 
Masyarakat dan pemerintah langsung 
dihadapkan pada situasi tanggap darurat 
sehingga fase-fase penting dalam 
komunikasi bencana terlewatkan. 
Warga  Siosar saat ini sudah berada 
pada fase pasca bencana. Kepindahan 
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warga ke Kawasan Siosar membuat 
masyarakat berada dalam situasi cukup 
aman dari bencana. Akan tetapi diperlukan 
upaya berkelanjutan untuk mengurangi 
efek trauma pada warga. Warga tidak 
hanya membutuhkan pembangunan fisik, 
namun juga medium komunikasi yang 
lebih sesuai dengan kebudayaan lokal 
mereka. Warga Siosar memiliki 
permintaan khusus kepada pemerintah, 
agar kiranya dapat terus menyediakan 
program kesenian Goro-Goro Aron sebagai 
saluran emotional release bagi warga.  
Hal ini dikarenakan efek kehilangan 
kampung halaman dan tanah leluhur sulit 
untuk disembuhkan terutama pada 
kategori lansia yang merupakan kelompok 
rentan. Hal ini ditambah dengan kondisi 
geografis Kawasan Siosar yang berbeda 
dengan kampung halaman mereka. Hal ini 
membuat warga merasa cukup kesulitan 
untuk beradaptasi dengan kondisi di 
tempat relokasi.  
 Belajar dari peristiwa erupsi ini, 
seharusnya pemerintah lebih menaruh 
perhatian pada proses mitigasi untuk 
desa-desa terdekat dengan Gunung 
Sinabung setelah Desa Bekerah, Desa 
Simacem, dan Desa Suka Meriah direlokasi. 
Beberapa desa terdekat dengan Gunung 
Sinabung umumnya berjarak 5 kilometer 
dari lokasi erupsi. Desa-desa tersebut 
diantaranya adalah Desa Selandi, Desa 
Payung, Desa Perbaji, Desa Sukatendel, 
Desa Temberun, Desa Perteguhen, Kuta 
Rakyat, serta Simpang Empat. Desa-desa 
ini perlu mendapat penanganan 
komunikasi bencana untuk 
 
SIMPULAN  
Pemerintah tidak menaruh  perhatian 
yang memadai terhadap proses mitigasi 
kepada masyarakat yang tinggal di 
Kawasan Gunung Sinabung. Masyarakat 
sama sekali tidak mendapatkan terpaan 
komunikasi bencana. Pemerintah mulai 
menaruh perhatian pada proses 
kesiapsiagaan dengan membentuk 
komunitas relawan Taruna Tanggap 
Bencana TAGANA (Programg Kementrian 
Sosial). Akan tetapi keberadaan relawan 
ini tidak bertahan lama. Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) 
sebenarnya memiliki program pelatihan 
untuk relawan bencana, namun tidak 
ditemukan adanya upaya mengorganisir 
relawan kebencanaan. 
Banyak upaya terpaan komunikasi 
bencana selama fase tanggap darurat. 
Upaya ini tidak hanya berasal dari 
pemerintah, namun juga dari kampus. 
Akan tetapi belum ada gambaran apakah 
kegiatan antara pemerintah maupun unit 
lain tersebut dilakukan secara periodic dan 
terorganisir. Medium komunikasi yang 
lebih diminati masyarakat selama fase 
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recovery adalah kegiatan Guro-guro Aron 
yang menjadi medium untuk emotional 
release bagi warga. Medium ini bisa 
dimanfaatkan untuk menyampaikan 
pesan-pesan menghibur untuk 
mengurangi efek trauma pada masyarakat. 
Belum ada kerjasama yang terorganisir 
antara pemerintah dengan kelompok 
masyarakat. proses penangangan bencana 
masih dilakukan dengan spontanitas, 
tanpa ada panduan khusus untuk 
koordinasi antar lembaga. Akibatnya, 
banyak lembaga yang memberi bantuan, 
namun tanpa koordinasi lanjutan dengan 
pihak BNPB maupun BPBD. 
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